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Pendahuluan

Vulisan ini merupakan e-
valuasi. terhadap imple-
mentast menjelang dua
tahun UUPA No.11 Tahun
2006.1 Undang~Undang (UU)
No. 11 Tahun 2006 tentang Pe-
merintahan Aceh menjadi rujuk-
an Pemerintah RI dan Pemerin-
tah Nanggroe Aceh Darussalam
(NAD) dalam penyelenggaraan
pemerintahan Aceh. UU ini me-

rupakan tindak lanjur dari Nora Ke-
sepahaman (MoU) yang ditandatangani
oleh wakil Pemerintah RI dengan wakil
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Hel-
sinki (Finlandia) pada 15 Agustus 2005

I Tri Ratnawari (editos), “Persepsi Lokal dan
Prospek Implementasi UUPA No.11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh: Aspek Ke-
wenangan Pemda dan Keuangan Daerah”. Ja-
karta: Pusar Penelitian Politil LIPI, 2008,
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konﬂlk antara RI

."”:_um:uk mengakhlrl

dengan G AM:"':aﬁg berlangsu g;'se"{f

g F@lan cha) :'-Masalah kemdakadllan c—'

* hadap. Aceh yang: kaya migas meru-

- 'pakan salah satu penyebab periawan—'

Can GAM sqak GAM berdm pada

tahun 1976 dan GAMingin memi-
" sahkan Aceh’dari NKRI Fakeor-fak-
tor penycbab separatisme GAM la-
innya adalah kebangkitan etno-nasio-
nahsme/masalah identitas  keacehan
dan peianggaran kemanusiaan oleh RI
di Aceh di masa konflik ‘bersenjata
antara aparat militer RIdengan
GAM. 2 Pemberontakan oleh GAM
selama sekitar 30 tahun iru dapat
diakhiri oleh pemerintahan SBY-JK
dengan adanya penandatanganan

“MoU . Helsinki” 5

tersebut.

2 Rizal Sukma, “Secessionist Problems and
Prospects”, dalam Hadi Soesastro
dick.(ed.), Governance in Indonesia: Chal-
lenges Challenge in Aceh: Facing the
Megawati Presidency. Singapore: 1ISEAS,
2003, hal.168. Anthony Reid (ed), Ve-
randah of Violence: The Background to the
Aceh Problem. Singapore University Press,
2606,

sinki yaitu: 1)_'”

i‘ :_'tis daﬁ adxi daiam NKRI 3)

_:'_'_:';konoml oleh rejim: Orde Baru ter—_-_

Beherapa h 'I :?Pokok yang menjadz_-'.-'."f.f_:'_:r G
tu}uan penandatanganan MoU Hel- e

_konﬂik Aceh secara damal, menyelu-
_.ruh_ berkelan}utan dan bermartabat_g.'_ o

bagl. semua, 2) mewujuclkan peme""

.' memungkmkan pembangunan kem- ':' g
“bali Aceh pasca: tsunami 26 Desem-'.'_ -

' ber 2004 dan 4) Pemermtah RI: dan
GAM bertekad membangun rasasa-

lmg percaya, Nota. Kesepahaman ini

memuat. pol{ok—pokok yang ‘akan -

memandu proses transformasi. Kese-
pakatan-kesepakatan yang dicapai ter-

seburt pada intinya mencakup hal-hal =
ya_ng terkait ‘dengan : 1) Penyeleng- |
garaan Pemerintahan di Acch: UUPA,
partisipasi politik, ckonomi, dan per-
aturan perundang~undangan; 2) Hak
Asasi Manusia (HAM); 3) Amnesti

dan reintegrasi ke dalam masyarakat;

3 . Upaya perintisan penandatanganan MOU
Helsinki telah dimulai tiga tahun sebe-
lumnya dengan melibatkan beberapa ak-
tor penting seperti Jusuf Kalla (JK) dan
Farid Husain (FH). FH ditugasi JK un-
tuk menghubungi tokoh-tokoh GAM di
dalam dan luar negeri. Baca: Farid Husain
(editor Salim Shahab dan L E.Siadari),
To See The Unseen: Kisah di Balik Da-
mai di Aceh. Jakarsa: Penerbit Helath and
Hospital Indonesia, April 2007

untuk penyeiesalan;f.__'__ L




S _:'_-_'_-4) Penga;,uran keamanan 5) Pembem
0 rukan Misi Mommnng Ac:eh dan 6)_

. _Penyelesaxan pezsehsihan 4.

Pada gams besamya isi. MOU Heismkl._
+ - banyak memberikan kcwapban kepa—' |

: ~da Pemermtah RI. terhadap Aceh dan
o _:'GAM namun dengan kompcnsa31

-~ GAM mengakhiri konflik dengan RI
= :dan ada.k dkan memlsahkan Aceh dari

NKRI, Setelah- ‘melalui: proses pem- -

bahasan di DPR-RI dengan melibat-
kan _banyak masukan dari Aceh maka
1si MoU. Helsinki mengalami penye-
suaian-penyesuaian sehingga menja-
di UUPA No.11 Tahun 2006, Me-
ngenai-Syariat Islam di Aceh, misal-

nya, tidak disebur dalam MoU Hel-
sinki tapi diatur oleh UUPA No.11
Tahun 2006, : —

Undang—Undang (UU) No.11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh
(UUPA) mulat berlaku sejak 1 Agus-
tus 2006. Paling lambar dua tahun
sesudahnya (yaitu 1 Agustus 2008),
semua peraturan pelaksana UU ini

4 Baca: Tim Redaksi Fokusmedia , “UU RI
No.11 Tahun 2006 Dilengkapi dengan
Norta Kesepahaman antara Pemerintah RI
dan Gerakan Aceh Merdeka”. Penerbic
Fokus Media Bandung, 2006, hal. 186.
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harus sndah dibuat oleh Pemermtah '

“Pusat® Untok meng;mplementa51kan
o UUPA diperlukan sekitar 9 PP (Per{
i aturan Pemcrmtah) 2 Perpres. (Pera—
~turan Presn:{en) dan: sekitar 88 Qanun

-sebagal peraturan pelaksana. N; rxiun
dalam - reahtanya kini, meski tmggal

4 (bulan) bulan lagi deadhne terse-

“bu, barulah PP No.20 Tahun 20_0_7

tentang Partai Politik Lokal di Aceh
vang sudah diterbitkan. Dj ‘Aceh
parpol lokal (parlok) dari GAM saat
ini telah dibentuk dengan nama “Pa-
tai Gerakan Aceh Mandiri”
ping itu juga telah berdiri partainya
M.Nazar yaitu Parlok SIRA (Parrai
Suara Independen Rakyar Aceh); PRA
(Partai Rakyar Aceh) partainya ke-
lompok muda Aceh *progresif® ; pat-
lok Gabthat (Generasi Atjeh Beu-
saboh Thaat dan Taqwa) yaitu par-

. Disam-

tainya sejumlah kaum intelekrual
Aceh dan tokoh-tokoh GAM tua;
Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS);
PARAPP (Partai Aliansi Rakyat Aceh
Peduli Perempuan), dil. Mereka mem-
persiapkan diri untuk ikuar pemilu

5 Pasal 271 UU No.11 Tzhun 2006 ber-
bunyi : “Ketentuan pelaksanaan Undang-
Undang ini yang menjadi kewajiban Pe-
merintah dibentuk paling lambar 2 (dua)
tahun scjak Undang-Undang ini diun-
dangkan”.
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'_':--_:';llcgis}.anf Aceh pada tahun 2009 Par-'- e
g '_1ok—parlok juga ‘berhak mencalonkan . '-fpengaruh terhadap mtegntas NKR. SR

5 '.Ofaﬂg‘OIanUnya untuk 1kut pilkadaf-”!

herin :ﬁfi-.: g 'sﬁnki dirandarangani oleh pzhak Rl
_ “ _;dan GAM di. leandla—-— maka amf_f: =
' '3'_':dana penmbangan lamnya juga su- __f'“:':ttiramaturan pelaksana UUPA seba-
 dah mulai banyak dikiicurkan Peme-

'nntah Pusat ke Aceh Selan}utnya;'

nakan secara relatif aman di Aceh pada g

_ 11 Desember 2006 ‘Berdasarkan hasil *
 pilkada langsung itu Irwandi Yusuf

(salah satu tokoh GAM) dan M.Nazar

(ketua SIRAJSentral Informasi Ref-
erendum Aceh) terpilih sebagai gu-

bernur dan wakil gubernur Aceh

periode: 2007-2012. Sekitar separoh

dari 23 pzlkada kabupaten/kota di
NAD dlmenangkan oleh para kandi-
dar yang berafiliasi dengan GAM.

Meskipun beberapa hal penﬂng te-
lah dilakukan oleh pemerintahan SBY-
JK untuk Aceh, namun tetap saja
masih banyak perintah/ketentuan
UUPA lainnya yang belum dilaksa-
nakan oleh Pemerintah Pusat sehingga
dikhawatirkan dapat menghambat
penyelesaian masalah Aceh. Mengi-
ngat kegagalan/keberhasilan Pemerin-

tzhan SBY-JK dalam penyelesaian

"masalah Aceh secara damal akan ber- S

'-sebagai negara demokrasi dan sekahﬂ S

o .'i'f":gus akan ‘menjadi- Perhatian duma iy

perti pernah ter)adl saat MoU Hel—

iknya segera. dilenglaapi oleh Pusat -
“sebelum deadline ‘Agustus | 2008. Di-
pﬂkada Iangsung juga: relah dilaksa-  pihak lain GAM/KPA. juga harus

_menghormam hukum RI dan ikur

men}aga keutuhan NK_RI

Imp §emenmsz Parsial UU
No 11 Tahun 20006 dan N -
Pprmasaiahan Terkalt

Lamémmya Peméu_cztz;;{z Peraturan-
Peraturan Pelaksana UUPA oleh
Pemerintah Pusat dan
Terhambatnya Desentralisasi
Kewenangan dari Pusat ke Aceb

Menurut Djohermansyah Djohan
dari Kantor Sckretariat Wakil Presi-
den RI, hingga Agustus 2007 mini-
mal ada 10 (sepuluh) peraturan pe-
laksana UUPA vang diperlukan Aceh
yang belum dibuat/disahkan oleh Pe-
merintah Pusat sebagaimana dapat di-
lihat dalam tabel ini
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- TﬂbdlDaftar -S_ebagia:n __I_’cr_at_u_raﬁ 'Pelal«_:_s_ané yang. . _ 5.
- Diperlukan UUPA No.11 Tahun 2006 dan Penyiapannya oleh

 Pusac (keadaan Agusius 2007)

o Peraturan

o Pasai '

| vura N,
] 01142006

Keterangan

" Instansi-
Pengusul ::+

Kegasama™ " | Dasal 160 -
| pengelolsan SDA Migas [

Sdh-ada draf awal tapi
Blm dirapadkan.

Interdep.”

Ditjen Migas. |

Dep.ESDM |

{ PP-ug. Kewenangan -
| Pemer intah yang bersifat..

Nasional -

|"Psl 270

ayat (1.

Drafsdg

dikpnsuitas_ikan__dg. ;
Acch

| Ditjen Otda™

Depdagri ...

PP ttg’."PeIiix'lpilh?ﬂ." _.: '

| Kewenangandari -

Pem.kpd. Dewan
Kawasan Sabang

| Psl. 4'ayat

(5).dan

| pasal 170
ayar (1)

Draf final sdg
menunggu pemaparan
kpd. Mendagri shim
dikonsultasikan ke Aceh

Kantor Menko

| Perekonomian’ .

PP urg. Tatacara
Pengangkaran dan
Pemberhentian Sekda

Pasal 107

Biro Kepega-~
waian Setjen: |

Depdagri

Perpres ttg. Perubahan

Status Kanwil BPN Aceh -
dan Kantor Pertanahan. -

Kab/Kota menjadi
perangkat Daerah

Psl 253
ayar (2)

Belum ada draf

Kantor

| Menpan

Perpres trg. Tata cara
Konsultasi dan
Pemberian Pertimbangan
dari DPRA dan-
Gubernur Aceh

Pasal 8
ayat (4)

Draf awal sdh ada,
belum dibahas antar
departemen

Direktorar -
Pejabar Negara
Ditjen Otda
Depdagri

Perpres g, Tatacara
Aceh Kerjasama dg,
badan/lembaga di luar

negeri

Pasal 9
ayat (4)

Draf final sdg
menunggu pemaparan
kpd Mendagri

Setjen
Depdagri

Pengaturan mengenai
penyelenggaraan

pendidikan Madrasah

Pasal 18

Belum ada draf

Depag

Pengaturan tentang
Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Aceh

Pasal 229

Belum ada draf

10,

Pengaturan ug.
penyerahan kewenangan
pengelolaan pelabuhan
dan bandar udara umum

kepada Aceh

Pasal 19
dan pasal

254

Belum ada draf

Dephub.

Sumber: Dokumen Djohermansyah Djohan (
dikemukakan dalam workshop Tim Otda 20

Depuri Bidang Politik Wapres RI)
07 PZP-LIPL, Jakarta 30 Agustus 2007.
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o Sampm_ denoan sekarang ini. Peme—..
'_nntah 'usat telah melaksanakan ke—'i_ .
' tenruan UUPA tcmang:pllkada lang- _f

; ':_ --sung -di. Ac&l} dengan membuka pelu—'
e ang calon mdepcnc{en, memberxkan_.
' -'-:_lfdaﬁ_ perimbancran kcuangan (terma— :

bagi hasil migas) sesuai UUlA :

| .""dan mengljmkan pendman parpol- s

" parpollokal di ‘Aceh. Selain itu Syariat

'.'Tsiam Jucra telab dzbsrlaktdcan ch Aceh,

bahkan sejak ‘tahun. 1999 ketika
B.I.Habibie men]abat sebaaai PreSi—
den Rl Ini semua membuktxkan
kesungguhan Pemermtah Pusat (khu-
susnya: pemermtahan SBY-JK) dalam
penyelesaian masalah Aceh secara
bermartabat demi perdamatan abadi

di provinsi “Serambi Mekkah' itu.

Pemerintah Pusat sekarang ini juga
telah menyusun tiga draf RPE, yaitu
draf RPP tentang pelimpahan kewe-
nangan pemerintah kepada Dewan
Kota Sabang, draf RPP kewenangan
pemerintah yang bersifat nasional di
Aceh, dan draf RPP pengangkatan
dan pemberhentian sekda. 6 Pener-
bitan PP No.77 Tahun 2007 tentang
Lambang Daerah agaknya telah me-
maksa GAM/KPA untuk mau meng-
ubah lambang parlok GAM schingga

6 HttptI'ibentasore.com/QDO?/11!26, diale-
ses 19 Marer 2008,

':kepanjangan GAM dalam Parlok__'__-_';:_-_'
Gerakan Aceh
Merdeka melmnkan Gerakan Aceh':'___j__;:' '
_'Mandm |

GAM bukannya

bersenjata menjadi perjuangan poli-.

tik secara demokratis, Namun GAM R
belum ‘membubarkan KPA yang se-
benarniya KPA ini mungkm kurang,
diperlukan oleh pemerintahan Irwandi
Yusuf-M.Nazar. Bila Irwandidan para
petinggi GAM lain. fidak dapat me-
ngontrol KPA, maka KPA bisa saja
menjadi semacam Shadow local state’
vang dapat mengganggu. Irwandi-
M.Nazar selaku gubernur dan wakil
gubernur Acch. '

Bila kita mencermati draf RPP Ke-
wenangan Aceh yang dipersiapkan
oleh sebuah tim dari Depdagsi, maka
kita akan melihat bahwa RPP terse-
but cenderung mirip sekali dengan
PP No.38 Tahun 2007 tentang “Pem-
bagian Urusan Pemerintahan Antara
Pernerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kotz”. Penyusun draf ter-
sebut seclah mencoba menafikan
kelchususan oronomi Aceh dan men-

coba melakukan resentralisasi secara

Perubahan nama parlok S

oleh GA.M Aini. ddakukan supaya
i _GA.M/KPA dapat mengikuu pamilu':_':_':"-'
_.-ZUOJ Ini berarti- GAM relah mela- o
kukan. transformasz dan per}uanvan;-::_':'f'
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: '.halus meialul RPP Bila dugaan ini
benar, maka | penylmpangan kebijak-
an Pemenntah Pusat ‘oleh birokrasi -
~ini dapat mcmbahayakan perdamai«

_.'..rzntls dan dmpayakan oleh pememn-
- tahan SBY-JK, bahkan jauh“hari se-
| belum MOU Helsmkl dltandatangam |

Periu dlketahuz urusan pemerintah-
an yang bersifat nasional di Acch
dalam’ pasal 7 ‘ayatr (2) draf RPP
“Kewenangan Nasional di Aceh” yang
disusun Depdagri memerinci 31 je-
nis/bidang urusan nasional di Aceh,
yaitu :1) pendidikan; 2) kesehatan;
3) pekerjaan umum; 4) perumahan;
5) penataan ruang; 6) perencanaan
pembangunan; 7) perhubungan ; §)
lingkungan hidup; 9) pertanahan; 10)
kependudukan dan catatan sipil; 11)
pemberdayaan perempuan dan per-
lindungan anak; 12) keluarga beren-
cana dan keluarga sejahtera; 13) so-
sial; 14) ketenagakerjaan dan ketrans-
migrasian; 15) koperasi dan usaha
kecil dan menengah; 16) penanaman
modal; 17) kebudayaan dan pariwi-
sata; 18) kepemudaan dan olzh raga;
19) kesatuan bangsa dan politik da-
lam negeri; 20) otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian; 21)

pembcrdajfaan 'mé,syarakat dan: de's'é;,
22) statistik; 23)- keampan 24) per—
pustakaan 25) ‘komunikasi dan in-
formarika; 26) pertanian dan ‘peri-

- kanan; 30) perdagangan; dan’31)
permdusman 7 Di sampmg Atu,'

‘urusan sisa” yang tidak’tercantum
dalam 31 bidang urusan tersebut
menjadi kewenangan masing-masing

departemen dan lembaga pemerintah

non-departemen (LPND). 8 Semua
urusan di muka dilaksanakan Peme-
rintah Aceh dengan IMengacu norma,
standar dan prosedur yang ditetap-
kan oleh Menteri dan/atau Kepala

LPND dengan melibatkan pememn-
tah Aceh. 7 - =

M.Nazar (Wakil Gubernur Aceh)
melihat adanya masalah yang ia se-
but sebagai ‘masalah bersama” (ma-
salah Aceh dan Pusar) yang mende-
sak untuk segera diselesaikan yaitu:
1) Pembuaran sejumlah PB Perpres
dan Qanun-ganun; 2) penetapan ting-

7 Bandingkan dengan PP No.38 Tahun
2007 yang mengatur mengenai pemba-
gian urusan antara pemerintah pusar,
provinsi dan kabupaten/kora.

8 Pasal 7 ayat (1) draf RPP Kewenangan
Nasional di Aceh.

9 1bid, ayar (2).
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o kat suku bunga bank. d1 Aceh yang'
- '._'.-:maSIh harus dlkonsuita&kan dengan
- Bank Indonesxa, 3) pembangunan dan -
o pengeloiaan bersama pelabuhan uda—
el dan laug;. 4). pembentukan Pera-
:"_'chlan HAM di Aceh 5) pcmbentuk—
Csan KRR (Kom131 Kebenatan, dan
o 'Rekonsﬁ;am) di Aceh 6): pencraioka-;'
" gian tanah dan dana. yang memadai
oleh: Pememntah Pusat. kepada Peme— :

rintzh Aceh dalam rangka reintegrasi
mantan - GAM; 7). pembentukan
Komisi Bersama Penyelesaian Klaim
yang sedang dibahas oleh BRA (Ba-
dan Remtegram Damai Aceh) dan
Forum Koordinasi dan Komunikasi
Damai_.Acéﬁ/-EK_K) : 8) masalah BRA
dan BRR: (Badan Rehabilitasi dan
Rekonstrulksi Aceh-Nias 3 dan 9)
masalah penegakan hukum. 10 3ya-
gub Aceh menyebut BRA sebagal
lembaga yang sangat penting dalam
penyelesaian konflik Aceh. Namun ia
bertanya-tanya mengapa pengucuran
dana BRA dari Pusat untuk para
mantan GAM dan korban konflik

10 M.Nazar Wakil Gubernur Aceh, “Dua
Tahun MoU Helsinki dan Prospek Im-
plementasi UU No.11 Tahun 20006: Per-

" “masalahan dan Alternacif Solusi”, paper
Wagub Acch yang dipresentasikan oleh
stafnya dalam kegiatan workshop Tim
Otda P2P-LIPI, Jakarea, 30 Agustus
2007.

:-r_sermgkah terhambat, di samping_-:';__f:_':' .
- jumlahnya yang sangat. kecil bila di-

bandingkan anggaran BRR ]um

dana BRA yang dlkucurkan ?eme-— el
ﬂntah Pusat selama ini sangat kecil =
“bila dibandmgkan dana BRR. (Badan'__'-f o
-' Rehablhtasx dan Rekonstruksr,) Acc h- _'
'.-N1as B ' L

‘Menurut Koalisi'LSM “LSM. 'Aceh.'_. |

sejumlah kewenangan Acch yang perlu
mendapat prioritas untuk dibuatkan
rancangan Qanun pada tahun 2007—
2012 adalah sebagai bemkut

1) Tata cara perencanaan, 'pcnganggaf:—

an, pe}.aksanaan, perhitungan, pes-
tanggungjawaban dan pengéwasan
APBA; y

2) Alokasi dana rambahan bagi hasil
migas dan dana otsus; '

11 Wawancara mendalam Tri Ratnawati dan
Nyimas L.Letty dengan Wagub Aceh di
Banda Acch, Juni 2007,

12 Aliansi Masyarakat Sipil Penyelamat UU-
“PA: SIRA, GERAK, KELUARGA MA-
HASISWA ACEH (KMA), ALIANSI
PEMUDA ACEH (APA), PEMA
UNIGHA, BEM AL-HILAL, CISAD,
ISMAHI UNIGHA, CeSAR, ARC,
LINKPEACE, JEMPA  MIRA,
LAMPUAN, PARMEDIA, FORUM
KUTA RADJA, SPURA, KAGEMPAR,
LBURA, PB2L, IMPEL.




| . .:. o) "“:Pend1dikan
B ;_:ﬁ-;5)::'_3:':.:r_'Kesehatan, T e
6) _E'KOIIHSI Kebenaran dan Rekon— '

: 212 o

___3-353) Hak hak perempuan dan anak

o siliasiy

-.;7;'_)._-:'__:".:'_Pcnang ulangan masaiah sosml

' -f-'8___)_;-_.__-'_;:Pembacrian kewenangan pemev_

- rinwah | Pprovinsi dengan peme-

B _rlntah kabupaten/kota,
9)-Izin investasi; '

10).
. 1._1)

_Ketenaaakerjaan

‘Dana pinjaman dalam negeti -
" dan pinjaman/bantuan. luar -
negeri; - FRTE R
12) Pendelegasian Kewenangan

+ - Pemerintah Aceh tentang
+ . Perizinan kepada Badan Penge-
- lola Kepelabuhan Sabang; -
13)

- dan keuangan partai-politik

Pelaksanaan halk-hak politik

lokal;

14) Pelaksanaan Syariar Islam;

15} Kependudukan;

16) Tatacara pelibatan masyarakat
“dalam pengelolaan lingkungan
| hidup dan pembangtinan

berkelanjuran;

17) Lembaga adar;

18) Perangkar daerah Aceh;

19) Perencanaan pembangunan dan

tata ruang Aceh;

20) Pembangunan dan pengeloiaan

pelabuhan dan bandar udara;

21) Hak-hak atas ranah;

_....'25) Bamﬂ Mal;y
26) Wah N&nggr()e O DO R ¢

-27} Tata cara pemiiihan imeun
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: -.}22) Mahkamah Syanah o
23). Izm pendman rumah: 1badah
> 24) Penggunaan dan pengembano—

an masyarakat dalam keg;atan
- usaha' pertambangan : :

“mukim dan keuchik;

-28) Kebudayaan dan benda—-benda

+-bersejarah;

29) Kawasan perkotaan;

30) Laporan. gubernur dan bupam/

walikota tentang penyelengga-
~ raan pemerintahan;
31) Tara cara pelaksanaan tugas.
“dan wewenang Gubemur
- untuk memberikan pcngharga—
an dan sanksi kepada bupan/
walikota;
32) Pers dan penyiaran:
33) Majelis Permusyawararan
Ulama; :
34) Bendera, lambang dan hlmne
Aceh; _
35) Pelaksanaan urusan wajib oleh
Pemerintahan Aceh.

Ranqanun (rancangan Qanun) yang
telah disiapkan Pemprov NAD ma-
sih sangar sedikic jumlahnya. Pada
Januari 2007, misalnya, dafrar ra-
nganun dapar dilihar pada tabel ber-
ikut:
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B Tabei 2 Daftar Ranqanun Provinsi Aceh

(keadaan 31 ]anuan 2007)

1 No. 'Dir_iasllnstansx SR T_ent_ang Sty }umia_h | Keterangan
1. iDmas |- Ranganun tentang Penyeienggaraan [ SR A B
R __Perhubungan |- Bongkar Muat Barang dari dan ke L

_-Prov NAD ‘| Kapal Penyelenggaraan dan
:Pengusahaan Tally di Pelabuhan
:Ranganun tenang I Peiabuhan dan
Pelayaran e :
‘Ranqanun temang Penyeienggaraan
Pos, Telekomunikasi dan Informatika
2. | Dinas Ranganun tentang Retribusi 2 Sudah
Pendapatan Pemberian Pekerjaan Pemermi:ah seminar
Daerah Prov. Prov. NAD akademik
NAD Ranganun tsnta_r_;g Re_tnbusx Jasa '
Pemerintah Prov. NAD
3. | Dinas Tenaga Ranganun tentang Pelatihan dan 3
Kerja Prov.. Produktivitas Tenaga Kerja
NAD Ranganun tentang Perlindungan
{8 Kerenagakerjaan di Aceh
Ranganun tentang Tenaga Kerja Asing
4. | Dinas - Ranganun tentang Pendirian 2
Pertambangan | Perusahaan Daerah Usaha '
dan Energi Pertambangan
Prov. NAD Ranqanun tentang Pengelolaan
Minyak dan Gas Bumi _
5. | Dinas Ranqanun tentang Kepariwisataan 1
Pariwisata
Prov. NAD
6. | Dinas Ranqanun tentang Ketransmigrasian 1
Transmigrasi
Prov. NAD
7. | Dinas Ranqanun tentang Perkebunan 1 Sudah
Perkebunan ' seminar
Prov. NAD akademik
8. | Dinas Ranqanun tentang Reribusi Izin 1
Peternakan Pengeluaran dan Pemasukan Ternak
Prov. NAD serta Bahan Asal Hewan Ternak dari
dan ke Prov. NAD
9. | Dinas Sostal Ranganun tentang Penyelenggaraan H
Prav. NAD Perlindungan Penyandang cacat Prov.
NAD
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| Dinas/Instansi'[*" 00 Tentang 0 o Jumlah Keterangan”
110, 'Dinas . [~ Ranganun 't tentang DanaAbad1 O e I
3Pend1d:kan i E Pendidikan - e
1| Prov. NAD ' S _
1711 7] Digas o —:';'Ranqanun tentang Persyaratan 1
| Pemukiman oE Bangunan Gedung it E
| dan Prasarana g w N _
- | Wilagah Prov.
| NAD = : s iy 'Y _
12. 7 Badan » - Ranganun tentang Pembmaan dan L Sudah
1 Pengawasan Pengawasan Penyelenggaraan seminar,
Prov. NAD Pemerinmah Aceh akademilk

13.-| Badan - Ranqanun tentang Penanaman Modal 1

Koordinasi Asing dan Penanaman Modal DaIam .
Penanaman Negeri di Prov, NAD R,
Medal Prov. o

NAD Y.

14. | Biro Hukum |- Ranganun tentang Tata Cara 1 Sudah
Sekretariat Mempersiapkan Qanun Acch seminar
Daerah (Setda) . = akademik

: Prov. NAD

15. | Biro - Ranganun tentang Tata Cara 2
Pemerintahan. | Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan
Setda Prov. dan Pemberhentian Keuchik
NAD - Ranganun tentang Tara Cara

Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Imeum Mukim

16. | Biro Keuangan |- Ranqanun tentang Pembentukan 1
Prov, NAD Dana Cadangan

17. | Biro - Ranqanun tentang Pemberdayaan dan 2 Sudah
Pemberdayaan Perdindungan Perempuan seminar
Perempuan - Ranqanun tentang Perlindungan Anak akademik
Setda Prov.

NAD
JUMLAH 25

Dikutip dari : Tri Ramnawati dkk., Persepsi Lokal dan Prospek Implemen-
tasi UUPA No.11 Tahun 2006, Jakarta: P2P- LIPL, 2008.
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s Dalam perkembangann}ra kemud;an, L
= _:':-::'beberapa rancangan qanun: prlontas

X :_':__ ngfam lcglslasx Aceh_tahun 2{}08[

S Rancangan Qanun tentaﬂg Pelak— :

' -"'f'-':isanaan Syariat Islarn, it
E 3;_"'_"_Rancangan Qanu tentang Pena—
naman Modal; ' :

4'.'__;Rancangan - Qanun tentang

'_?Admmlstasx Kependudukan, |
5 '_'Rancangan Qanun tentang | Pcna—

naman Modal

6 Rancangan Qanun tentang Hak
Atas Tanah;

7. Rancangan Qanun tentang Hu-
~ kum Acara Pada Mahkamah
- Syar’iyah;

8. Rancangan Qanun tentang Pem-
" berdayaan dan Perlindungan

Anak; '
9. Rancangan Qanun tentang Pela-

yanan Publik;

10. Rancangan Qanun tentang Ma-
jelis Perwakilan Ulama;

11. Rancangan Qanun tentang Lem-

baga Adag

12. Rancangan Qanun tentang Pen-
dirian Rumah Ibadah;

13. Rancangan Qanua tentang Ko-

. Rancangan
- Jinayah;

. Rancangan Qanun tentang Kese-

-;_-niisi_ f-:-iiebena_:a_n- dan: Rekonsilia- S
.:;Rancangan Qanun tentang Ren- '
| '.__cana Tata Ruang Wﬂayah vam«- e
ar '__a.nc.fa_n:-zQanun tentang Penycd 15 .‘_Rancangan Qanun tentang Tataf's_'__“f_' :
. - Cara Pemilihan Imum Mukxm_"'__:f:;"'
B dan Kheuchik s

6. Rancancran Qanun tentang Re;:f'_'-:
- tribusi’ Daerah = -
.."Rancanoran Qanun tentang Pe—_
o ngendahan Lingkungan Hi dup, _'
. Rancangan Qanun tentang Per-

- hubungan

. Rancangan Qanun tentang Pem—

binaan Kehidupan Adat;
Qanun

tentang

hatan;
.Rancangan Qanun tentang
Kepariwisataan;

. Rancangan Qanun tentang Pers

dan Penyiaran Islami;

. Rancangan Qanun tentang Ren-

cana Pembangunan Jangka Mene-
ngah;

. Rancangan Qanun tentang Penye-

lenggaraan Pernilu;

.Rancangan Qanun tentang Pe-

nanggulangan Masalah Sostal;

. Rancangan Qanun tentang Trans-
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| paran31 Penyelengg&raan Pemer1n~
tahan dan. ParEISlpaSi Masyarakat

."28 Ranc:angan Qanun tentang Wah
' Nanggroe :

“ Pemermtahan Irwandl Yusuf M Naza.r

_menghadapl kendala ekstemal dalam .

pembuatan Qanun karena RPP dan
+Perpres yang diperfukan sebagai da-
sar hukumnya schagian besar belum
ada/belum dibuat oleh Pemcnnmtah
Pusar.. Di sampms itu dari fakros
mternal Aceh tampaknya DPRD Aceh
kurang mampu menytapkan dan
membuat draf Ranqanun sehmgga
mereka lebih ‘banyak menunggu
ranganun inisiatif eksekudif, Di pi-
hak lain kalangan legislatif NAD
menilai eksekudf pimpinan Irwandi
Yusuf-M.Nazar lamban. kinerjanya
sehingga terlambart pula delam mem-
buar sejumlah ranqanun yang dipet-

lukan. 14

13 Tabloid berita mingguan Modus Aceh,
Minggu 1 Februari 2008, hal.16. Ran-
cangan Qanun no. 8, 9, 19, 11, 23, dan
27 dijadikan ranganun inisiatif DPR
Aceh. Ada tiga ranqanun tambahan dari
Gubernur NAD, yaieu Ranqanun tentang
Perkebunan; Ranganun tentang Pertam-
bangan Umum; dan Ranqanun tentang
Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana,

JURNAL CS_IC_I__- Vol. IVJMARE_MPR;LQOOS SNoiz2

Dalam kaltannya dengan mvestasd a
penanaman- ‘modal di Aceh, aklbat '
belum adanya PP dan Qanun inves:
tasi, menyebabkan para investor- (khu— s

-susnya.dari luar- negeri) umumnya '
-"belum beram bennvestas;. di Aceh

karena belum adanya kepastian hu-
kum; Usaha Gubernur Irwandi Yusuf
berkunjung ke beberapa negara. Iuar
untuk mencari investor. asing, seba~
gian besar baru sebatas menghasilkan
MoU namun belum ada realisasinya.

Di samping itu belum lenyapnya pajak
nanggroe (kuupan illegal oleh oknum-
oknum mantan GAM maupun ok-
num-oknum lainnya) di Aceh juga
men)adl penyebab para calon pemo-
dal enggan berbisms di w1layah itu.

Sedangkan mengenai adanya aspirasi
elemen-clemen rertenta di Aceh ten-
tang pembentukan calon provinsi
ALA (Aceh Leuser Antara) dan ABAS
(Aceh Barat Selatan) yang ditentang
oleh- GAM, sebaiknya diselesaikan
secara internal Aceh dengan rerap
mengutamakan perdamaian abadi di
Aceh dalam bingkai NKRI. Berkait-
an dengan wilayah Provinsi NAD ini

14 Wawancara Tri Rarnawati dengan salah
satu anggota DPRD Provinsi NAD dj
Banda Acch, Mei 2007,
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..'.':-MDU Helsmkl menentuk&n The =
f.__-'_""borders o Aceh correspond to: the--_-ﬁ:{_-'
e -bordexs as of 1 ]uly’ 19567 15 Se;a-"f:'._-:
;'lan dengan ketentuan MOU tersebut, _

s '353_1__ 3 UU.;NO 11 Tahun 2006 me—___"_'_:

: i-f_";-batas batas 2 sebelah utara berba-

Clah selatan berbatasan dengan Pr0v1n51 :

'Raya, Aceh ]aya cian Slmeulue, aﬁh-— =
asi mereka cencierunw non- GAM o
| Menurut Aris Ananta, pada tahun:ﬁ_f
'2000 suku Aceh “asli” berjumlah . -

sekltar 20%. dari total penduduk_'

"""N.AD 15, 87% suku ]awa, suku. Gayo:_:_'fj_“ff:"'-' -
_ 15,46%, Alas.3,89%; Singkil 2,55 %,
' tasan dengan Selat Maiaka, b _ 'sebe— Simculue 2 47%, Batak 2, 26% dan:_'[_-_"_-f'_-”
3;M1nangkabau 1 09% 17

-Sumatera Utara, . sebelah mmur__ -

‘ber batasan dengan Seiat Malaka, d. o

sebelah barat berbatasan dengan Sa— |
mudera Indonesm 16 Perlu dlketa-“'-

diternui di kawasan Aceh Timug, Aceh
Utara, - Lhokseumawe, Pidie ' dan
Bicruen. Kawasan tersebut. banyak
didiami oleh etnis Aceh ‘dalan’/asli/
kelompok mayoritas. Sedanghkan ALA
dan ABAS banyak didiami suku-suku
Aceh “luar”/’pendatang’/kelompok
minoritas yang cenderung ﬁon-.GAM.
Kabupaten-kabupaten di kawasan
ALA (Aceh Leuser Anrara) meliput
Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh
Tengah, Bener Meriah dan Aceh
Singkil. Kawasan ABAS (Aceh Barat
Selatan) mencakup Aceh Barat, Aceh

Selatan, Aceh Barat Daya, MNagan

15 Terjcmahan burir 1.1.1.3.2 MoU
Helsinki.

16 Pasal 3 UUPA No.1! Tahun 2006.

'-Masalah Keuangan, M 3gas Aceh
“dan Pelabuhan Bebas Sabang |
hui, basis kelompok GAM banyak | -
Seperti telah diketahul bcrsama, UJu

Ne.11 Tahun 2{)06 mendukung pe-

nyeienggaraan otonomi khusus peme-

‘rintahan Acch dcngan_ memberikan
“sumber-sumber keuangan yang rela-

tif besar, terutama daii bagi hasil
sumber daya alam (SDA). Bila dae-
rah-daerah non-otsus berdasar UU
No.33/2004 hanya mendapat 506%
dari bagi hasil migas, maka Aceh
dengan UUPA No.11/2006 menda-
pat bagian 70%. Perhatikan perban-
dingannya dari rabel ini.

| .. 26 Harian Kompas 14 Agustus 2006, “Tika

Aceh Menjadi Tiga™

17 Aris Ananra dan Lee Poh Onn, Aceh A
New Dawn, Singapore: ISEAS, 2007, hal.
24.
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2. Bagi hasil pajak dan SDA

(sumber daya alamy) : _

~=-Bagian 90% penerimaan PBB
~ (pajak bumi dan bangunan).

- 80% bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan -
(BPHTB). -

- 809% dari kehutanan.

- 20% Pajak Penghasilan orang
pribadi.

- 80% penerimaan sekror
perikanan.

- 15,5% sektor pertambangan
minyak bumi.

- 30,5% sektor pertambangan
gas alam,

b. DAU (dana alokasi umum)
- DAK (dana alokasi khusus).

Tabel 3. Sumber—sumber Penenmaan Aceh menurur

UUPA No.11 Tahun® 2006 (perbandingan dengan daerah- daerah

s S i onon- otsus dengan UU No. 33 Tahun 2004)
|'No. | * 'UU No. 33 Tahun 2004 - *.UUPA No. 11 Tahun 2006
s PAD (Pendapatan Ash Daerah) PAD Aceh/kabfkota: .
coml gy Pajakcdaerah - G o a Pajak vaAceh/kab fkota. . )
i b. Rerribusi dée}ah 1 b. Rerribusi Prov.Aceh/kab./kota.

1 ¢.'Hasil perusahaan milik daerah | . Hasil perusahaan milik Prov. Aceh/ kab/
(perusda):dan hiasil pengelolaan kora dan penyertaan modal Prov. s
kekayaan daerah lainnya yang Aceh/kab./ kota ' :
dipisahkan. d. Zakar, '

d. Lain-lain pendaparan vangsah. | e Lain-lain pendapatan asli

s N Prov.Aceh/kab/kota.

2. Dana Perimbangan terdiri aras: 1 Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana bagi hasil (DBH) pajak:

- bagian 90% dari PRB.

- bagian 80% dari penerimaan bea
perolehan atas hak ranah dan bangunan, -

- bagian 20% dari Pajak Penghasilan

orang pribadi, -

. Bagi hasxl penerimaan negara bukan pajak
yang bersumber dari hidrokarbon dan
SDA lain:

- Kehutanan 80%.
- Perikanan 809,
- Pertambangan umum 80%.
- Pertambangan panas bumi 80%.
- Pertambangan minyak bumi 70%
- Pertambangan gas alam 70%.
c. DAU
d. DAK

Dana otsus: dana tambahan utk. pembiayaan
dan pemeliharaan infrastrukuur,
pemberdayaan ekonemi rakyat, pendanaan .
pendidikan, sosial dan kesehatan. Besarannya:
setara dg. 2% dari plafon DAU nasional
selama tahun I-XV, sebesar 1% dari tahun

KVIXK

Sumber: diolah dari UU No.33 Tehun 2004 dan UU No.11 Tahun 2006.
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E"'j'.'._lBexdasarkan tabel tersebut namPak:'

= .:.:'porm _bagx “hasi I b

-";'non -otsus d1 Indonesm yang dzatur :

pada‘Aceh Sclam 1tu,

| Imlah saiah satu
..'W’Ljud Iam dan kel«.hususan otono—

mi’ Aceh

Pasca MOU Hels;nkl, pemngkatan
dana perimbangan dari Pusat ke Aceh
hampir tiga kali lipat besarnya bila
dibandingkan tahun 2003, .-m_isaln_ya.

. "_dalam UU No .
33 ud. 1a_tur alokaSE dana tambahan
= dan DAU nasmnal selama ]angka' '

_tersebut ‘menun ;ukkan komitmen

.'_-Pemermtah Pusat terhadap aspirasy_ff
Acen

peningkaran. Fakror keéamanan yang -
membaik ~di Aceh pasca MoU
Helsinki telah menyebablkan ckono-
mi Aceh menggeliat. Untuk membe-
rikan ilustrasi keuangan Aceh lima
rahun rerakhir ini, pcrhankan Tabei

berlkut

2s

-Kompanen cizma penmbangan ada-::"
lah: DAU (dana alokasi umum), dana
_ bagi haszl (pajak dan SDA) dan DA.K::’-'}' G

(dana alokasi khusus) Penmgpafan

Di- bawah pemcmntahanf; e
Trwandi- M Nazar Penaapatan Aslic

“Daerah- (PAD) Aceh Juga mengalam;. i

: Tabei 4. Beberapa Komponen Pendapamn

Provmsx ‘Nanggroe Aceh Damssalam _

Tahua| PADQ) | DAUQ@ | “o& Aﬁ;ﬁﬂ Bt | 4oy
5003 | 103.532.290 | 76120000 | 642.699.480 | 49.806.820 3.520.580

004 198432402 | 76.124.000 | 1.079.338.176 | 49.823.969 0
5005 | 262.119.988 | 271.147.000 | 1.807.379.074 | 84.435.412 6.053.060
2006 | 192.613.718 | 460.881.000 | 1.250.854.000 | 54.600.000 182,900
2007 | 536.106.082 | 487.934.000 | 1.464.303.600 | Tnel (3)* | 650.000.000 |

* Jumlahnya sudah digabung dalam bagi hasil SDA. Sumber: BPS.

Dari rabel tersebur rerlihat bahwa ada
a Aceh
a Dagi

hasil SDA yang diterima Aceh pada
3006 arau 2007 tdak sebesar
2005, maka salah saru faktor

trend aenmgif tahun

;endap

dart tahun ke ¢ tahun

hun. Jika dan



S penyebabnya karena adanya pcnurun-._"_- |
[ ._."-an produksi’ mlgas Aceh Pada tahun'.--'. i :

: e .tmg,%ez.t pmduf%sz sfbemr 250 MCED -

- (million cubic ﬁet per. day) dcm
_:_mmc‘czpzzz tzng/mr praa’u.ész tefrmg—- :

' _: - bersangkutan

i Mengenal fcnomena ;‘?enurﬁhan Pro-'_:
duksi- migas--'-'Acch "mak PﬁndaPaE’:’

I ':benkur ini.

Ma/%zz perlu dzmdczrz éwzbwzz Sum-e
o éver wutama, pe?zfrzmzzzzn Aceh. adez—_g :

L dah. ke/ézzyzzcm alam femmma dari

PT Gas Alam, C. ﬂ.f!gagczn gas alam
ini wdzz/) bampzr terkuras habis,
Menurur Aaporan PT. Arun, total

penjualan LNG pada tahun 1997

sebanyak 203 kapal, tabun 1998

sebanyak 197 kapal, tahun 1999
sebanyak 194 kapal. Tahun 2004

tinggal 113 kapal, (tznggal 2 dari

6 train yang beroperasi). Pada wabty
it secara ekonomis gas alam Arum
sudaly tidak mempunyai-arti yang

banyak lagi karena sebagian besar

outputnya akan digunakan untuk
biaya operasi. Jadi kita hanya pu-
nya wakin lima tabun, 18

Migas memiliki nilai terbesar duri
bagi hasil non-pajak yang diterima
NAD dan dacrah-daerah penghasil
minyak dan gas bumi lainnya, M-
gas menyumbang hampir 45% dari

18 Kaoy Syah dan Lukman Hakim, 2006.
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: PDRB Aceb Seme;zmm iry, p;ﬂodu ;m
. ggs alam mzzlxzz tabin 1978 dgﬁgaﬂ

i m,%wz 1994 seéemr 2200:
--._.MCFD Prodzu%sz tersebut teris

b menvrun dari méztm 2.000 M, CFD

mm_;zzdz 1.250 MCFD pada tabun,

2004, Setelat 27 tabun, 4 perlé'zm—.'
kan lebibh dari 90% cadangan’ gas.
alam selab dicksploitasi dan awal
2005. produksinya -menjad; 900
MCFD dengan trend-nya - terns
Menurun sampai produksinya ha-
nya sebesar 100 MCFD pada ta-
hun 2018, 19

Kecenderungan menurunnya produksi

migas di NAD saar ini karena migas
dari Aceh telah dicksploitasi secara
besar-besaran di masa lalu oleh Orde
Baru yang berkolaborasi dengan
multinational company seperti Exxon
Mobil Oil. Sedangkan bagi hasil migas
yang diterima Aceh di masa Soeharto
sangatlah tidak memadai sehingga
kemiskinan melanda Aceh yang kaya
sumber daya alam itu. Fakior keti-
dakadilan ekonomi ini menjadi sa-

19 Riswandi Hendrarmo, “Desenrralisasi
Fiskal dan Masa Depan Perekonoemian
Aceh”, 2004,




| fJURNAL;-CSICi'.-:vol._linARE“ﬁAPRIL 2008 -No.22 R 091

E lah saru. penyebab munculnya GAM.

: -_Mcnum{ sa}ah satu sumber,. kontrak-
- tor rmgas yang beropcram di Aceh
- saat ini adalah Conoco: Philips-

:3 _'___':_Medco, Chevron, ]ob Pertamma___
Costa,--f"-ENY Indone51a Ltd, Zaratex

= _'_NV Transwoid Expio Lid dan Exxon

o Mob11 .11 Indonesm

Penghltungan bagl hasﬂ migas- Aceh
oleh Pemnerintah -Pusat pasca MoU
Helsinki menunjukan ada upaya Pusat
untuk lebih transparan dibandingkan
rmasa-masa sebelumnya. 20 Dibentuk-
nya “Tim Advokasi Migas Aceh” masa
Pjs.Gubernur Azwar Abubakar di
Aceh dengan beranggotakan sejum-
lah elit Aceh untuk mengawal pem-
buatan RPP . migas, sebenarnya me-
rupakan bentuk partisipasi Aceh ter-
hadap proses-proses di Jakarta. Tim
Advokasi ini bertugas menyiapkan
draf rancangan peratugan arau regu-
lasi migas versi Aceh dan mempersi-
apkan pembentukan BUMD Migas
Aceh. Di samping itu Tim Advokasi
bertugas menyusun mekanisme ker-
jasama serta standar pelayanan publik

20 Wawancara 1ri Ratnawati, Nyimas
L.Letry dan Alfitra Salamm dengan Ke-
pala Bappeda Provinsi NAD dan salah
satu ekonom dari Universitas Syiah Kua-
la (sekaligus pengurus BRA Prov. NAD)
di Banda Acch, Mei/Jun: 2007.

versi Aceh yang diharapkan bisa =
diakomodasz oleh Pcmcrmtah Pusat;
21 Usulan dari rim ini sudah sela-
yaknya menjadl bahan: pcrtxmbane—_- o
an penting bagi. Pemerintah Pusat. -
(khususnya Departemen Enecrgi dan
-Sumbes: Daya Mineral) sehingga ada

tmk temu antara Pemerintah Pusat

dengan._Aceh e

Masaiah Pelabuhan Sabamg

Pasal 167 UUPA menycbutkan “Ka-
wasan Perdagangan Bebas dan Pela-
buhan Bebas Sabang adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah
hukum NKRI yang terpisah dari
daerah pabean sehingga bebas dari tata
niaga, ‘pengenaan bea masuk, pajak
pertambahan nilai, dan pajak atas
penjualan barang mewah’. 22

Selanjutnya pasal 168 UUPA menya-
takan: “Pemerintah bersama Pemerin-
tah Aceh mengembangkan Kawasan
Perdagangan Sabang sebagai pusat

21 Heep://falsumatrancy.multiply.com/re-
viewslitem/3, Serambi Online, “Guber-
nur Benruk Tim Advokasi Migas Aceh”.
Diakses 19 Marer 2008.

22 Pasal 167 ayat (1) UUPA MNo.11 Tahun
2006.




pertumbuhan ekonoml reglonal me-
: iahn keglatan di bldang perdagang—

: '-.an }asa mdustn pertambangan dan.
: -energ;, _transportas; dan- marmm,'.

n. .

posrel pcrbankan, asuran51

""f':___:'_";"_-Kepala Bappeda Provm NAD ta-I:.'.
- hun 2007 melihat pentmgnya Pelaz
'ﬁ“-buhan Sabang dan efek berantamya

' '.terhadap keg:atan—keglatan Iain

Pelabu/mn beéas Sabang ini sangat
pem‘mg bagi Aceh bukan semata-
mata karena dcngr memngéczt,%ezn

- pendapatan daerah, namun Juga ka-
‘rena multiplier-effectsinya yang
.ddpat mendorong. sumbuhnya eko-

“nomi di sektor-sektor lain23 -

Pelabuhan Sabang bagi Aceh juga

sangat penting untuk memungkinkan
hubungan dagang Aceh secara lang-

sung dengan luar negeri. 24

Pemerintahan Soeharto mencabut
status Pelabuhan Sabang sebagai pe-
labuhan bebas dan kemudijan meng-

23 Wawancara Tri Ratnawati, Nyimas
L.Letwty dan Alfitra Salamm dengan Ke-
pala Bappeda Provinsi NAD di Banda
Aceh, Juni 2007,

24 Wawancara Tri Rarnawati dan Nyimas
L. Letry dengan salah saru ekonom Uni-
versitas Syiah Kuala di Banda Aceh, Juni
2007.
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: :ahhkannya ke Batam pada’ 2 @kto-
- ber 1985 dengan UU No.10- Tahun

1985. tentang Pencabutan UU No.4
- Tahun 1970 tentang Pembentukan
. '___Daerah Perdaganoan Bebas Dengan

"_Pelabuhan Bebas Sabang Salah saru
 akibar nyara dari’ dicabuinya stauis'

istimewa pelabuhan’ Sabang wakeu it

- adalah menurunnya secara drasus

perekonomian lokal dan menoaktbat-

kan ken.ergantungan Aceh terhadap

Medan sebagalmana M.Isa Sulaeman

menuhs B R :

Sabzmg at the far western end cf

Sumatra was never more than wy
entry poini for some imported goods,
and lacked even a significant hin-
terland. for that purpose. With the
opening of a free port in Batam,
the Freeport in Sabang was closed
in 1985. Eventually, all of all Acehy
produce during the New Order ex-
cept natural gas and fertilizer was
exported through Belawan, reduc-
ing local income” 25

25 M.Isa Sulaeman, “From Autonomy to
Periphery : A Critical Evaluation of the
Acehnese Nationalist Movement”, dalam,
Anthony Reid {(editor), Virandah of Vio-
lence The Background to the Acel Problem.
Singapore Umversu}r Press, 2006, hal.
134. ‘




"-__JURNAL CSICIL'Vol--.lVlMARETTAPRIL 20{58»1_\.3@.1_-2_2 - S Y % AR |

| "DamPak negatif ditLElanya Pdabu}l';. i
an. Sabang oleh Socharto. sebagai . -
i:'_-.pelabuhan bebas d1a1arm langsung

; .__"-.'oieh penduduk Sabang

- yang. menmndczlkan pelabsza/z se-
- baga; tempgt mengais 1 reze/ez bilang.
;_-Kebutﬂhan Jasa, Zermga !;mg/%ar
. muat barang dari kapal-kapal yang
- merapat ke pelabu}zan dengan sen-

dirinya berkurang atav babkan ti-
dak ada lagi. Lambat laun jumlah

- penduduknya menurun. Mereka
- yang dari rantau. Fermbali ke dac-
rahwya, sementara yang dari Sabang

sendiri mencari pekerjaan di dae-
yab lain. Tidak sedikit penduduk
yang pindah ke daratan Aceh, bah-
Fan sampai ke Batam. Pada saat
itn Batam mulai ditetapkan seba-
gai tempar kawasan industri dan
perdagangan yang sirategis karend
dekat dengan Singapore....Sejak
Sabang diberlakukan kembali seba-
gai pelabuban bebas pada tahun
2000 (dengan Inpres Abduriabman
Wihid No.2 Tabun 2000 tentang
Pencanangan Sabang sebagai Kawa-
san Perdagangan Bebas dan Pela-
buhan Bebas, Jo.UU No.2 Tahun

; ztz;fup mbun 19?5 roa’a ‘per—_.
o -;_-'--e/emzo'mzan Kota. Saéang hampir
" mati Mara penczzlmrzm pendudwk :

balz dz:zrz dzzmmn Ace/z

'.Berdasa:kan uralan d1 muka maka
seba!knya Pemermtah Dusat sekarangf'
segera memenuhi kewa}lbannya da-

lam UUPA- sehmgga Pelabuhan be-. o

bas Sabang bisa segera berfungsi se-

cara penuh dan dapat memberikan
manfaai bagi penduduk setempat,
Aceh dan RI secara umum.

Penutup

Apakah implementasi parsial UUPA
oleh Pemeérintah Pusat dan kelamban-
an pembuatan peraturan-peraturan
pelaksana UUPA oleh Pusat di atas
disengaja atau tidak — misalnya se-
bagai upaya Pusat untuk buying time
(mengulur-ulur wak) sampai ada
kejelasan siapa pemenang pemilu le-
gislatif provinsi/kabupaten/kora di
Aceh tahun 2009 dan sekaligus un-
tuk melihat komitmen/kesungguhan
GAM terhadap NKRI — masih me-

rupakan dugaan sementara penulis.

26 hiep://pilkada.golkar.orid diakses 28 Juni
2007.

2000 tmmng Kawasmz Perdagang-' o _
an-Bebas dan: Pelabu/yaﬂ Belms.;' s '
j_Szzbangwpenulzs) Jambat laun
R penduduk mitlai. bem’amngan /eem-"-'-'-'




294 i  JURNAL CSICI - Vel, TV/MARET-APRIL 2008 SNo. 22

- Ataukah '-'kelamban';an,' tersebut ‘dise-
bablkan ‘adanya keengganan departe-
men-departemen scktoral  di Jakarta
untuk mendesentralisasi keWé'hanga'n

dan keﬁép'ggﬁ imer'_ék_a:. ke Aceh, juga
... masih .p“:é'r_lu direliti lebih lanju. Me-
~ ngenai kapasitas dan profesionaliras -

| birOLram Pemerintah Nangegroe Acch
Darussalam. juga ‘mungkin perlu di-
tingkatkan’ sehingga ‘sesuai dengan

.....

Visi-mist good governance Gubernur
Irwandi Yusuf, Namun yang pasti a-
dalah bagaimana agar sebelum deud-
line Agustus 2008 Pemerintah Pusar
scgera menunaikan tugasnya unruk
menyelesaikan sejurmiah PP/Perpres
yang diperintahkan oleh UUPA
No.11 Tahun 2006, diikuti dengan
pelaksanaan desentralisasi kewenang-
an dan keuangan (termasuk pembe-
rian dana otonomi khusus Aceh)
sesuai UUPA. Di pihak lain Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangun-
an (BPKP), Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) dan KPK (Komisi Pernbe-
rantasan Korupsi) juga perlu intensif
mengawasi/mengaudit penggunaan
dana-dana negara di Aceh yang jum-
lahnya triliunan rupish pasca musi-

bah tsunami dan Mol Helsinki.

Kesungguhan atau komitmen peme-
rintahan SBY-JK untuk memenuh;
janji-janji kepada Aceh tidak saja akan

diﬁiiai oleh Aceh dan bangsa Indonc~

sia pada umumnya, namun juga akan
diamati oleh masyarakar internasio-
nal. Dengan komitmen yang ‘tinggi

Pemerintah RI rersebut ity pula maka

'dukungén3'internasionél, 'terhadéﬁ.“'ké-

atuhan NKRI akan terus meningkat.

Scjalan dengan ity saling percaya antara
RI'dan ' GAM terus perlu dibangun.
Pihak GAM harus mampu menhgon-
trol dan mengawasi tingkah laky
anggota-anggotanya sehingga ridak
menggangeu stabilitas Aceh. Hal'yang
sama juga harus berlaka untuk iuig-

gota-anggota TNI dan Polri di Aceh.

Karena parlok GAM sudah berdiri
dan posisi gubernur, bupati/waliko-
ta di Aceh sudah banyak dipegang
olch orang-orang GAM, maka scba-
iknya GAM dan Komite Peralihan
Aceh (KPA) sesegera mungkin dibu-
barkan oleh mereka sendiri. Bila ¢i-
dak, dikhawarirkan GAM/ KPA alkan
menjadi “shadow local staze zrau pe-
merintzh fokal bayangan yang meng-
ganggu pemerintahan  Irwandi-
M.Nazar dan menggangeu perdamai-
an di Aceh. Beberapa masalah yang
masih tersisa yang mengganggu ke-
dua belah pihak (RI dan GAM) agar
diupayakan penyelesalannya secara
damai melalui dialog sehingga ridak

mengundang intervensi asing.






